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Air Kali Surabaya selama ini menjadi bahan baku air minum PDAM Surabaya dan PDAM Gresik. Setiap detik kedua perusahaan daerah air minum ini mengambil 10,4 m3 air dari sungai yang mengalir dari DAM Mlirip Mojokerto hingga DAM Jagir Surabaya, ironisnya Kali Surabaya berada dalam kondisi tidak layak. Dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran pemanfaatan air dikelompokkan menjadi 4 kelas, Untuk bahan baku air minum seperti halnya Kali Surabaya masuk dalam kelas 1. Namun Kali Surabaya kualitasnya dapat dikualifikasikan ke dalam air kelas 3 yang peruntukannya hanya dapat digunakan untuk pembudidayaan air tawar,peternakan,air dan untuk mengairi tanaman. Ecoton sebagai organisasi lingkungan hidup melakukan Gugatan Legal Standing Organisasi pada tahun 2007 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pengadilan Negeri Surabaya  Tujuan penelitian ini adalah membahas  tahap dokumentasi hukum tercapainya akta perdamaian antara Ecoton dengan Gubernur Jawa Timur. Serta mengetahui kesesuaian antara petitum gugatan dengan substansi yang disepakati di dalam akta perdamaian nomor 181.4/84/013/2008 dan nomor 105/Pdt.G/2010/PN.Sby, apa akibat hukumnya atas isi akta perdamaian yang belum dilaksanakan.   Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (doktrinal). Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa tahapan dokumentasi hukum tercapainya akta perdamaian dalam perkara Ecoton melawan Pemprop Jatim terjadi karena pihak Pemerintah Propinsi Jawa Timur bersedia untuk memenuhi segala tuntutan yang diajukan oleh Ecoton.   Hasil penelitiannya adalah bahwa tahapan dokumentasi hukum tercapainya akta perdamaian dalam perkara Ecoton melawan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yaitu prosedur hukum acara yang berlaku yaitu tunduk kepada ketentuan HIR. Pada akta Perdamaian gugatan 677/Pdt.G/2007/PN.Sby pemprov Jatim melakukan tindakan wanprestasi terkait tindakan untuk menyusun pedoman perhitungan dan menetapkan daya tampung beban pencemaran air sungai (Kali Surabaya) paling lambat 12 bulan tetapi tidak dilaksanakan oleh pemprov Jawa Timur. Sehingga ecoton melakukan gugatan kembali dalam perkara no 105/Pdt.G/2010/PN.Sby.  Dalam gugatan 677/Pdt.G/2007/PN.Sby pada poin pertama  dan kedua tidak sesuai antara petitum gugatan dengan akta perdamaian. Terkait dengan penetapan kualifikasi mutu air sungai Surabaya dan penetapan daya tampung sungai (Kali Surabaya) selanjutnya akta perdamaian pada gugatan No 105/Pdt.G/2010/Pn.Sby pada poin pertama dan kedua tidak sesuai antara petitum gugatan dengan akta perdamaian terkait dengan penetapan pedoman penghitungan daya tampung beban pencemaran air (Kali Surabaya).
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Abstract
Kali Surabaya’s water has been the raw material of drinking water taps PDAM Surabaya and Gresik. Every second the local water company took 10.4 m3 of water from a river that flows from Mojokerto until DAM DAM Mlirip Jagir Surabaya, Surabaya ironically are in a condition unfit. In PP No. 82 of 2001 on the management of water quality and pollution control water use are grouped into 4 classes, the drinking water for raw materials as well as Kali Surabaya included in class 1. However Kali Surabaya quality water may be classified into three classes that designation can only be used fresh water for cultivation, animal husbandry, water and to irrigate crops. Ecoton as environmental organizations do Lawsuit Legal Standing of the Organization in 2007 to the East Java Provincial Government in the District Court SurabayaPenelitian will discuss the legal documentation stage to achieve peace between Ecoton deed with the Governor of East Java. And to know the compatibility between the substance of the lawsuit petition agreed in the peace deed number 181.4/84/013/2008 and number 105/Pdt.G/2010/PN.Sby, what the legal consequences for the contents of the deed of peace that has not been implemented.  The method used is normative (doctrinal). The approach the problem using the approach of legislation, the approach concept and approach cases. Results of the study that stage legal documentation achieving peace deed in the case against the Provincial Government of East Java Ecoton occurs because the East Java Provincial Government is willing to meet all the demands put forward by Ecoton.  Stages of the legal documentation of the achievement of peace in the case Ecoton deed against the Provincial Government of East Java, the procedure applicable procedural law that is subject to the provisions of HIR. In the lawsuit Peace deed 677/Pdt.G/2007/PN.Sby East Java provincial government default action associated action to develop guidelines for the calculation and establish water pollution load capacity of the river (Kali Surabaya) no later than 12 months but not implemented by the provincial government of East Java. So Ecoton sued again in case No. 105/Pdt.G/2010/PN.Sby. In the lawsuit 677/Pdt.G/2007/PN.Sby the first and second points are not fit between the lawsuit petition by the deed of peace. Associated with the establishment of the Surabaya river water quality qualification and determination of the capacity of the river (Kali Surabaya) subsequent deed peace in tort No 105 / Pdt.G / 2010 / Pn.Sby the first and second points are not in accordance with the deed between petitum lawsuit related to the establishment of peace guidelines for the calculation of water pollution load capacity (Kali Surabaya).







Kali Surabaya mengalir mulai dari DAM Mlirip Mojokerto sampai DAM Jagir Surabaya sepanjang 41 km melewati wilayah Gresik dan Sidoarjo. Sungai ini memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber air terbesar yang memenuhi kebutuhan air masyarakat untuk kegiatan domestik, pertanian, dan industri. PDAM Kota Gresik dan Kota Surabaya menggunakan air Kali Surabaya sebagai bahan baku pasokan air minum untuk 3 juta lebih warga Surabaya. Posisi Surabaya terletak di hilir Kali Surabaya sehingga mendapatkan  aliran air yang telah terkontaminasi berbagai limbah dari hulu sungai di atasnya.
Aliran Kali Surabaya setelah melewati DAM Jagir Surabaya terpecah menjadi dua aliran yaitu Kali Mas ke arah utara dan Kanal Wonokromo ke arah timur Surabaya. Meskipun kualitas air Kali Surabaya dan Kali Mas tidak memenuhi baku mutu peruntukannya sebagai bahan baku air minum, airnya tetap digunakan sebagai air baku PDAM Surabaya karena tidak adanya sumber air lain yang dapat memenuhi kuantitas kebutuhan air warga Surabaya. 
Pembangunan industri dan pemukiman di sempadan sungai juga meningkatkan beban pencemaran ke Kali Surabaya karena industri dan rumah tangga membuang langsung limbah cair tanpa pengolahan limbah yang memadai dan sampah yang padat menggunung di tepi sungai. Hal ini yang menyebabkan kualitas air Kali Surabaya semakin menurun sehingga tidak memenuhi baku mutu peruntukkannya sebagai bahan baku PDAM Surabaya. PDAM Surabaya saat ini tidak hanya berfungsi sebagai perusahaan pemasok kebutuhan air minum warga kota, tetapi sekaligus juga menjadi instalasi pengolahan limbah secara gratis bagi ratusan industri yang membuang limbahnya ke Kali Surabaya tanpa melalui pengolahan limbah. Biaya pengolahan air Kali Surabaya yang tercemar berat untuk menjadi air yang layak dikonsumsi seluruhnya dibebankan kepada masyarakat yang tidak memiliki sumber air minum lain selain air yang diproduksi PDAM Surabaya.
Air Kali Surabaya selama ini menjadi bahan baku air minum PDAM Surabaya dan PDAM Gresik. Setiap detik kedua perusahaan daerah air minum ini mengambil 10,4 m3 air dari sungai yang mengalir dari DAM Mlirip Mojokerto hingga DAM Jagir Surabaya, ironisnya Kali Surabaya berada dalam kondisi tidak layak. Dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran pemanfaatan air dikelompokkan menjadi 4 kelas, Untuk bahan baku air minum seperti halnya Kali Surabaya masuk dalam kelas 1. Namun Kali Surabaya kualitasnya dapat dikualifikasikan ke dalam air kelas 3 yang peruntukannya hanya dapat digunakan untuk pembudidayaan air tawar,peternakan,air dan untuk mengairi tanaman.
Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conversation) adalah sebuah organisasi lingkungan yang konsen terhadap kajian ecologi dan konsevasi lahan basah .Pada tahun 2007,  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sebagai kuasa hukum Ecoton mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara 677/Pdt.G/2007/PN.Sby yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur terkait dengan buruknya kualitas air Kali Surabaya yang dimanfaatkan sebagai sumber air minum ini telah memberikan akibat negatif kepada warga Surabaya, berdasarkan penelitian pada tahun 2002 tentang uji kandungan Logam Berat Merkuri pada badan air sungai surabaya dan rambut warga bantaran sungai surabaya yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kandungan logam  berat merkuri yang mengakibatkan banyak anak yang menderita penyakit slow learner (keterlambatan berpikir ), kanker, dan sebagainya.
		Berdasarkan penelitian Ecoton selama kurun waktu 2004-2007 kualitas air Kali Surabaya tidak layak dijadikan bahan baku air minum. Dalam laporan ini juga disebutkan beberapa industri yang melakukan pelanggaran baku mutu limbah cair namun tidak mendapatkan sanksi serius dari Pemerintah Propinsi padahal laporan ini setiap tiga bulan sekali diterima Gubernur Jatim. Tidak layaknya air Kali Surabaya sebagai bahan baku air minum ini tak lain disebabkan oleh pencemaran akibat dampak aktivitas industri di hulu instalasi Pengolahan Air Minum PDAM Surabaya yang ada di Karang Pilang. Pencemaran yang ada disebabkan oleh banyaknya industri yang membuang polutan-polutan berupa bahan organik dan limbah logam berat.
		Pemerintah Propinsi Jawa Timur khususnya Gubernur Jawa Timur telah diberi mandat dalam PP 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang memberikan kewenangan dalam pengelolaan kualitas air bagi sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kota/kabupaten, Kali Surabaya melewati Mojokerto, Gresik, Sidoarjo dan Kota Surabaya adalah termasuk dalam tanggung jawab Gubernur. PP 82/2001 juga memberi wewenang kepada Pemerintah Propinsi untuk melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air lintas kabupaten/kota, wewenang pengendalian ini mencakup : melakukan Inventarisasi kualitas dan kuantitas Kali Surabaya dan mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran. Gubernur berkewajiban menetapkan baku mutu cair untuk peruntukkan kelas 1, Gubernur Menetapkan program peningkatan kualitas air apabila kualitas air Kali Surabaya lebih rendah dari kualitas air kelas 1. Dari wewenang yang diatur dalam PP 82/2001 diatas menunjukkan bahwa Gubernur Propinsi Jawa Timur harus berperan aktif untuk meningkatkan kualitas air yang telah mengalami penurunan kualitas dari kelas 3 ke kelas 1.
		Namun pada kenyataannya selama hampir 4 tahun konsumen Air Kali Surabaya harus puas dengan air yang hanya layak untuk pembudidayaan air tawar, peternakan, air dan untuk mengairi tanaman. Sebagai kelompok masyarakat yang memahami kondisi Kali Surabaya maka sebagai rasa tanggung jawab sosialnya harus melakukan sesuatu guna menyelamatkan masyarakat dengan menggugat Pemprov Jawa Timur agar menjalankan kewajiban pemerintahannya untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat, dan dalam hal ini Ecoton mempergunakan legal standingnya sebagai kolektivitas perjuangan sebagai bagian masyarakat.
		Sebelum gugatan diajukan LBH Surabaya- Ecoton telah melayangkan surat Somasi kepada Gubernur dengan Nomor 12/ec-AD/VIII/2007, perihal : Somasi Lambannya Penanganan Kualitas Air Kali Surabaya, tertanggal 21 Agustus 2007 dan Somasi II dengan surat Nomor 24/ec-AD/X/2007, perihal : Somasi II, tertanggal 22 Oktober 2007 menuntut Gubenur Jawa Timur untuk segera melakukan pemulihan kualitas air Kali Surabaya, namun surat somasi ini tidak ditanggapi dengan semestinya sebaliknya pada 29-31 Oktober 2007 Kali Surabaya mengalami pencemaran yang mengakibatkan matinya ikan secara massal dan terganggunya unit pengolahan PDAM Surabaya karena buruknya kualitas air Kali Surabaya.
		Selain gubernur, gugatan tersebut juga akan dialamatkan kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Jatim. Alasannya, dua pejabat itu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran air Kali Surabaya. Adapun materi gugatan meliputi tiga poin, yakni tuntutan agar gubernur menetapkan penggolongan air Kali Surabaya menjadi golongan I atau layak minum. Selama ini gubernur menetapkan air sungai itu sebagai golongan III atau untuk ternak dan tanaman. Penggugat juga menuntut agar gubernur mengeluarkan penetapan tentang daya dukung Kali Surabaya untuk menghitung boleh tidaknya industri membuang limbahnya ke sungai tersebut. Terakhir, LBH Surabaya mendesak gubernur agar menjatuhkan sanksi kepada industri yang sengaja membuang limbah berbahayanya ke Kali Surabaya​[1]​.
	Kurangnya kesadaran masyarakat  dan lemahnya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sungai sebagai satu kesatuan ekosistem yang menyeluruh adalah penyebab utama terjadinya pencemaran Kali Surabaya. Maka perencanaan pembangunan di kabupaten/kota yang dialiri Kali Surabaya akan dikembangkan sebagai satu kesatuan berdasarkan prinsip One River, One Plan, One Management karena setiap segmen sungai di hulu sangat berkaitan dengan segmen sungai di hilir dan muara sungainya​[2]​. Tetapi sampai saat ini tidak mengindahkannya daya dukung lingkungan dan kesatuan wilayah ekologis ekosistem Kali Surabaya, sehingga ratusan industri beroperasi di tiap kabupaten/kota tanpa penataan yang mengikuti kaidah pembangunan berkelanjutan. Akibatnya kualitas air di sepanjang aliran Kali Surabaya telah tercemar oleh limbah industri yang membuang limbahnya tanpa pengelolaan yang memadai sehingga mengancam kesehatan dan kesejahteraan jutaan masyarakat yang menggantungkan kelangsungan hidupnya pada Kali Surabaya sebagai sumber air untuk sanitasi dan konsumsi.	
Dari hasil persidangan tersebut para pihak sepakat untuk damai dan membuat akta perdamaian Nomor 181.4/84/013/2008 sehingga penting untuk ditinjau secara yuridis. Dalam perkara tersebut yang mana substansinya memerintahkan gubernur sebagai kepala daerah untuk menetapkan agar Gubernur Jawa Timur menyusun peraturan gubernur tentang penetapan peruntukan Kali Surabaya paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur serta Bapeldalda Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur untuk menyusun pedoman perhitungan dan menetapkan daya tampung beban pencemaran air Kali Surabaya dalam bentuk Peraturan Gubernur paling lama 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur.​[3]​




Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (doktrinal), yaitu yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.​[4]​ Penelitian ini meneliti bahan pustaka yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah.
B.	Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan  (statute approach). Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian normatif.​[5]​ Selain itu, juga digunakan pendekatan-pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis dalam penelitian yuridis normatif, yakni pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasuistik (case approach). Pendekatan konsep berawal dari peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dapat dibuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan kasuistik digunakan terhadap kasus Ecoton dengan Gubernur Jawa Timur terkait penurunan kualitas air Kali Surabaya yang menjadi acuan permasalahan untuk dianalisis dan dicari penyelesaiannya
C.	Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi :
1.	Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari     peraturan perundang-undangan,antara lain:
a)	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.
b)	Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699.
c)	Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.
d)	Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377.
e)	Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.
f)	Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
g)	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Kualitas Air. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161.
h)	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur.
2.	Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan penelitian ini.
3.	Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petujuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia ,dan beberapa artikel dari media internet.
D.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum 
		Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter (library research) dengan mengumpulkan arsip dokumen dan melakukan studi pustaka terhadap buku-buku, makalah, artikel, atau karya para pakar. Selain itu, pencarian berita-berita dari internet juga merupakan teknik pendukung pengumpulan bahan hukum yang berfungsi untuk memahami permasalahan dengan sebenarnya dan memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini.
E.	Metode Pengolahan Bahan Hukum 
Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok lain. Selanjutnya adalah coding, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen). Selanjutnya adalah reconstructing, yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah systematizing, yaitu menempatkan bahan hukum secara berurutan menurut sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
F.	Metode Analisis Bahan Hukum 
Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum menggunakan content anaysis. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukumnya adalah terhadap arsip atau dokumen yang disebut dengan istilah “teks”. Content analysis menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. Penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran deduktif dan induktif. Sintesis dari kedua penalaran ini digunakan untuk menjawab masalah kasus penurunan kualitas air Kali Surabaya, dan diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian permasalahan lingkungan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Hasil Penelitian 
Tahap Dokumentasi Hukum Gugatan Ecoton Terhadap Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Kasus gugatan antara Ecoton dan Pemprov Jawa Timur gugatan yang diajukan pada tanggal 22 November 2007 oleh Ecoton yang berkedudukan di Gresik alamat di Jalan Raya Bambe 115 Driyorejo Gresik dengan kuasa hukum Ahmad Fauzan, S.H., LL., Ansori S.H., Ansorul Huda, S.H., Rijal Alifi Ramadhani,S.H., Tasnim Ilmiardhi, S.H dan Subagyo,S.H yang tergabung dalam Tim Advokasi Sungai Surabaya yang memilih domisili di Sekertariat bersama di Kantor LBH Surabaya alamat Jalan Kidal No.6 Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Nopember 2007. Mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cl. Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan nomor 118, Surabaya Jawa Timur. serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cl.Gubernur Jawa Timur Cq.Kepala Badan Pengendalian Lingkungan (Bapedal) Provinsi Jawa Timur dengan alamat di Jalan Wisata Menanggal No.38, Surabaya-Jawa Timur.
Dasar-dasar diajukannya gugatan oleh Ecoton yaitu Ecoton sebagai lembaga lingkungan hidup mempunyai hak konstitusional yang dijamin di dalam pasal 28c ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak-hak dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang diatur di dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dimana masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya.Tujuan Ecoton itu sendiri yaitu untuk ikut serta dalam usaha-usaha menjaga keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup, juga mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik menjaga agar terciptanya keseimbangan dan meningkatkan upaya pengendalian pencemaran pada lingkungan hidup serta memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang lingkungan agar masyarakat lebih sadar dan peka akan pentingnya melestarikan lingkungannya. 
Alasan-alasan atau fakta-fakta hukum dari kasus Ecoton ini yaitu sungai Surabaya terdapat instalasi penjernihan air minum Karang Pilang I dan II milik PDAM kota Surabaya yang merupakan bagian hilir dari daerah pengaliran sungai Brantas dari pintu air Mlirip-Mojokerto sampai Dam/ pintu air Jagir-Surabaya, Instalasi PDAM kota Surabaya itu mengambil air minum dari sungai Surabaya sebagai bahan baku air minum masyarakat kota Surabaya, Pada akhir tahun 2005 Perum Jasa Tirta 1 telah merekapitulasi industri-industri di sepanjang sungai Surabaya yang melakukan pembuangan limbah ke badan air sungai Surabaya sejak tahun 2002-2005 dimana terdapat banyak industri yang melakukan pelanggaran baku mutu limbah cair, masih beroperasinya kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang masih terus saja membuang limbah cairnya yang melebihi baku mutu ke badan sungai Surabaya tanpa ada tindakan tegas dari pemprov Jatim sehingga membuat kualitas air sungai Surabaya semakin tercemar.
Menurut catatan Ecoton, beberapa peristiwa utama yang menyebabkan polusi di kali Surabaya telah terjadi sejak tahun 2001 silam. Setidaknya, tiga kali peristiwa besar terjadi akibat kelalaian pabrik gula di Jawa Timur dalam mengelola limbah buangan mereka, dan menyebabkan matinya ikan, dan memengaruhi standar kesehatan masyarakat di kota Surabaya, diantaranya adalah:
1. Tahun 2001, tragedi tetes PG Ngadirejo. Kebocorantetes PG Ngadirejo menimbulkan kerusakan dan matinya ikan dari Wilayah Jombang, Mojokerto hingga sepanjang Kali Surabaya. Dari pantauan lapangan ecoton menemukan bahwa kebocoran tetes ini juga menyebabkan rusaknya sawah warga
2. Tahun 2007, Kelalaian PG Gempol Kerep dan Krisis air Kota Surabaya akibat Tutupnya operasional PDAM surya Sembada selama 6 Hari. Terjadi kebocoran beberapa pipa dan terjadi banjir di areal PG Gempol Kerep. Air yang mengalir melalui Ngares dan Kali Marmoyo ini menyumbangkan bahan pembunuh ikan. Bahan baku gula dengan COD dan BOD tinggi langsung membuat sungai menjadi penuh dengan bahan organic dan menyebabkan penipisan oksigen dalam air akibatnya ribuan ikan dari Desa Perning (JetisMojokerto) hingga Rolak Jagir Wonokromo (Surabaya). Banyaknya ikan yang mati menyebabkan tersumbatnya intake PDAM di KarangPilang.
3. Tahun 2012. Pembunuhan massal ikan dan kecerobohan PG Gempol Kerep. 25 Mei 2012 sebenarnya bau kerusakan IPAL sudah tercium oleh warga dengan matinya ikan-ikan di wilayah yang dilalui Kali Marmoyo di Desa Wonosari dan Desa Sidogede. Dari laporan dan paparan Tim Investigasi Kali Surabaya yang dibentuk Gubernur JawaTimur di laporkan bahwa pada Sabtu Dinihari 26 Mei 2012 terjadi pelepasan limbah dan terjadinya kerusakan tabung penampung nira. Limbah cair menimbulkan busa dan warga coklat tua dengan diikuti oleh lender-lendir yang memenuhi badan air Kali Surabaya. Pukul 05.00 WIB ecoton menerima laporan warga terkait matinyai kan di Desa Lebani Waras Kecamatan Wringinanom Gresik. Oksigen terlarut tercatat hanya 2 ppm dan di Desa Bambe DO turun hingga 0,98 ppm, suatu keadaan dimana sungai dapat dikatakan sebagai sungai septik/kali mati karena tidak ada oksigen telarut dalam air. 

Hal ini sangat membahayakan, terutama karena air dari PDAM untuk minum dan kebutuhan penduduk Surabaya disuplai dari kali ini. Setidaknya ada empat poin pelanggaran yang dicatat oleh Ecoton telah dilakukan oleh para BUMN penghasil gula tersebut.
Kejadian ikan mati secara massal 25-29 Mei 2012 termasuk dalam perusakan lingkungan dan pemusnahan spesies-spesies langka di Kali Surabaya. PG Gempol Kerep telah melakukan kejahatan lingkungan yang luar biasa terhadap ekosistem Kali Surabaya karena kali merupakan bahan Baku PDAM Kota Gresik dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, lebih dari 25 Tahun semua pihak sudah mengetahui bahwa Kali Surabaya adalah sungai yang menjadi 96% bahan baku PDAM, sebagai bahan baku air minum dan kebutuhan setiap hari lebih dari 449.000 Pelanggan PDAM. Seharusnya PG Gempol Kerep menerapkan prinsip kehati-hatian karena limbah cair yang dibuang akan bisa mengontaminasi bahan baku air minum bagi manusia. Hal ini adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi manusia yang dilakukan oleh PG Gempol Kerep karena semua warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (UUPPLH 32/2009).
Kelonggaran terhadap penetapan baku mutu. Selama ini penetapan baku mutu mengacu pada SK Gub 45/2002 tentang baku mutu limbah cair ditetapkan dengan pertimbangan kemampuan industri dan pertimbangan teknologi pengolahan limbah cair. Kebijakan ini jelas memanjakan industri karena batas parameter air limbah yang dibuang dibuat sesuai dengan kemampuan masing-masing industri. Idealnya limbah cair yang dibuang harus menyesuaikan kemampuan media lingkungan yang akan dijadikan tempat pembuangan. Pembuangan limbah cair PG Gempol Kerep seharusnya taat pada standar baku mutu yang telah ditetapkan namunf aktanya selama tahun 2005-2012 selalu saja melakukan pelangggaran bakumutu, bahkan pada tahun 2007 dan 2012 air limbah yang dibuang jauh diatas standard an menimbulkan bencana bagi Kali Surabaya.​[6]​
Petitum Surat Gugatan Nomor 677/Pdt.G/2007/Pn.Sby 
Berikut ini adalah isi dari Petitum dalam gugatan Nomor 677/Pdt.G/2007/Pn.Sby:
1.	Membuat  penetapan kualifikasi mutu air bagi Sungai Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Membuat penetapan daya tampung untuk Sungai Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Melaksanakan upaya paksa pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang telah membuang limbah ke Sungai Surabaya dengan cara menutup sementara saluran pembuangan dan/atau menarik izin usaha perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan laporan dari Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I.
4.	Menghukum untuk secara bersama-sama meminta maaf secara terbuka kepada Ecoton melalui media surat kabar sebanyak 3 (tiga) surat kabar harian nasional dan 3  (tiga) surat kabar harian lokal sebesar 1 (satu) halaman penuh surat kabar, 11 (sebelas) media elektronik TV masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali penayangan dengan durasi 30 detik, pada jam tayang primer time (antara pukul 18.00-22.00), masing-masing 7 (tujuh) hari berturut-turut, dan 10 (sepuluh) radio lokal dan 3 (tiga) radio nasional masing-masing sebanyak 3 kali setiap hari selama 7 hari berturut-turut, dengan kalimat sebagai berikut : “ Gubernur jawa timur atas nama pemerintah provinsi jawa timur dan bapedal propinsi jawa timur memohon maaf sebesar-besarnya atas kerugian yang diderita penggugat karena pemerintah provinsi jawa timur telah tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintahannya untuk menyelamatkan sungai surabaya yang sangat penting bagi kehidupan rakyat. kami menyampaikan penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang kami lakukan karena tidak menjalankan kewajiban hukum kami. kami berjanji bahwa kami akan selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan segala kewajiban kami“.
5.	menjatuhkan hukuman uang paksa (dwangsom) kepada tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) per hari sejak putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan baik terhadap putusan provisionil maupun pokok perkaranya.
6.	Menjatuhkan hukuman kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
Akta Perdamaian Nomor 181.4/84/013/2008 

		Isi dari akta perdamaian nomor 181.4/84/013/2008 antara Ecoton dengan pemprov Jawa Timur yang telah sepakat untuk mengadakan penyelesaian secara damai perkara tersebut dengan isi akta perdamaian sebagai berikut:
1.	Pihak Pertama mencabut gugatannya tertanggal 20 Nopember 2007 dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Register Nomor 677/Pdt.G/2007/PN.Sby dan dalam hal obyek yang sama dengan pokok perkara ini tidak akan mengajukan gugatan baru baik secara perdata maupun Tata Usaha Negara.
2.	Pihak Kedua menyusun Peraturan Gubernur tentang penetapan peruntukan sungai (kali) Surabaya paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur.
3.	Pihak Kedua dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur menyusun pedoman perhitungan dan menetapkan daya tampung beban pencemaran air sungai (kali) Surabaya dalam bentuk Peraturan Gubernur paling lama 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur.
4.	Apabila ditemukan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan laporan pemantauan kualitas air dari Instansi terkait, PIHAK KEDUA dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur mengambil langkah-langkah/tindakan sesuai tugas dan kewenangannya.
Sesuai dengan akta perdamaian diatas Ecoton telah melakukan prestasinya pada poin pertama yaitu Ecoton mencabut gugatannya tertanggal 20 Nopember 2007 dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya register nomor 677/Pdt.G/2007/Pn.Sby tetapi tindakan wanprestasi justru yang dilakukan oleh pemprov Jatim berdasarkan akta perdamaian yang disepakati pada poin kedua, yang memerintahkan gubernur untuk menetapkan peraturan gubernur tentang penetapan peruntukan kali Surabaya paling lama 6 bulan sebagai peraturan pelaksana Perda No 2 tahun 2008 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Jawa Timur, tetapi Gubernur Jawa Timur baru menetapkan Pergub tersebut pada tahun 2010. Selanjutnya pada ketiga dan keempat yang pada intinya memerintahkan kepada pihak Pemprov Jatim dalam hal ini adalah Bapedal untuk menyusun pedoman perhitungan dan menetapkan daya tampung beban pencemaran air sungai Surabaya dalam bentuk peraturan Gubernur paling lambat 12 bulan serta melakukan pemantauan kualitas air kali Surabaya tetapi poin tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Sehingga Ecoton menilai Bahwa Pemprov Jawa Timur telah melakukan wanprestasi terhadap akta perdamaian tersebut. 

Petitum Surat Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2010/Pn.Sby
Gugatan Kali Surabaya 2010 dilakukan karena tindakan Pemprov Jawa Timur yang melakukan wanprestasi atas akta perdamaian nomor 181.4/84/013/2008 tersebut pihak Ecoton melakukan gugatan kembali pada tanggal 6 mei 2010 kepada Pemprov Jawa Timur sesuai dengan nomor registrasi perkara 105/Pdt.G/2010/Pn.Sby yang pada intinya gugatan tersebut diajukan karena pihak Pemprov Jawa Timur telah melakukan wanprestasi atas akta perdamaian yang dibuat.
1.	Membuat, menyusun, dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Peruntukan Sungai Surabaya;
2.	Membuat, menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang pedoman penghitungan daya tampung beban pencemaran air Sungai Surabaya;
3.	Penyusunan penetapan daya tampung beban pencemaran Sungai (Kali) Surabaya dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
-	Pertama: Menyusun daftar masukan sumber beban pencemaran point source dan non point source melalui proses konsultasi dengan masyarakat, Perum Jasa Tirta I Malang dan pihak industri dengan menyediakan neraca air;
-	Kedua : Pengumpulan data primer dan pemodelan perhitungan daya tampung beban pencemaran;
-	Ketiga : Sosialisasi terhadap hasil perhitungan daya tampung beban pencemaran;
-	Keempat : Penetapan perhitungan daya tampung beban pencemaran
4.	Memasang iklan layanan masyarakat minimal di 3 (tiga) Surat Kabar Jawa Timur dengan ukuran setengah halaman dan baliho besar terpasang di Jalan Protokol Surabaya yang berisi ajakan dan himbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menyelematkan dan menjaga Sungai (Kali) Surabaya bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur ;
5.	Melakukan pengawasan secara aktif di sepanjang Sungai (Kali) Surabaya dalam upaya pengendalian pencemaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Akta Perdamaian Nomor 105/Pdt.G/2010/Pn.Sby.

Berikut ini adalah isi dari Akta Perdamaian Nomor 105/Pdt.G/2010/Pn.Sby.
1.	Pihak Pertama memberikan masukan pendapat,pemikiran,dan substansi dalam proses penyusunan pedoman dan penetapan daya tampung beban pencemaran air pada air permukaan serta penetapan kelas air pada air sungai di Jawa Timur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.
2.	Pihak Pertama mencabut gugatan tertanggal 24 Pebruari 2010 dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Register Nomor : 105/Pdt.G/2010/Pn.Sby dan dalam hal obyek yang sama dengan pokok perkara ini tidak akan mengajukan gugatan baru secara Perdata maupun Tata Usaha Negara.
3.	Pihak Kedua membuat,menyusun dan menetapkan peraturan Gubernur tentang penetapan peruntukan Sungai (kali) Surabaya dan pedoman penghitungan daya tampung beban pencemaran air sungai (kali) Surabaya paling lama 3 bulan,terhitung sejak ditetapkan akta perdamaian ini yang proses penyusunannya melibatkan PIHAK PERTAMA.
4.	Pihak Kedua dalam hal ini Badan Usaha Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menyusun penetapan daya tampung beban pencemaran air Sungai (kali).
-	Pertama : Menyusun daftar masukan sumber beban pencemaran tertentu es) dan sumber tak tentu (diffuse/non-point sources) melalui proses konsultasi dengan masyarakat, PERUM Jasa Tirta I Malang dan Pihak Industri dengan menyediakan neraca air.
-	Kedua : pengumpulan data primer dan pemodelan perhitungan daya tampung beban pencemaran.
-	Ketiga : Sosialisasi terhadap hasil perhitungan daya tampung beban pencemaran.
-	Keempat : Penetapan perhitungan daya tampung beban pencemaran. 
5.	Pihak Kedua menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Kali Suarabaya, sebagaimana proses penyusunannya yang melibatkan Pihak Pertama, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak 1 Januari 2011 sampai 1 Januari 2013.
6.	Pihak Kedua memasang iklan layanan masyarakat minimal di 3 (tiga) surat kabar Jawa Timur dengan ukuran setengah halaman dan baliho besar terpasang di Jalan Protokol Surabaya berisi Seruan / ajakan / himbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan dan menjaga kali Surabaya, bersamaan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
7.	Pihak Kedua melakukan pengawasan secara aktif di sepanjang Sungai (Kali) Surabaya sebagai salah satu upaya konkrit pengendalian pencemaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Akta perdamaian nomor 105/Pdt.G/2010//Pn.Sby yang pada intinya substansi yang diminta oleh Ecoton pada pemprov Jatim yaitu membuat, menyusun dan menetapkan peraturan gubernur tentang penetapan peruntukan sungai Surabaya dan pedoman penghitungan daya tampung beban pencemaran kali Surabaya paling lambat 3 bulan serta memasang iklan layanan masyarakat yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk menyelamatkan kali Surabaya dan melakukan pengawasan secara aktif di sepanjang kali Surabaya sebagai salah satu upaya konkrit pengendalian pencemaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pemprov Jawa timur sampai pada tahun 2014 Ecoton melayangkan somasi  tertanggal 23 September 2014 kepada pemprov Jawa timur  untuk segera melaksanakan isi putusan akta perdamaian 105/Pdt.g/2010/Pn.Sby. Terutama kesepakatan poin 4, poin 5 dan serta kewajiban memasang iklan layanan masyarakat minimal 3 surat kabar yang berisi ajakan himbauan menjaga Sungai.
Kesesuaian Antara Petitum Gugatan dengan Substansi yang Disepakati dalam Perkara Ecoton VS Pemprov Jatim.
Tabel 4
Kesesuaian Petitum Gugatan 677/Pdt.G/2007/Pn.Sby dengan Akta Perdamaian 181.4/84/013/2008
No	Petitum Surat Gugatan	Akta Perdamaian
	Membuat  penetapan kualifikasi mutu air bagi Sungai Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pemprov menyusun Peraturan Gubernur tentang penetapan peruntukan sungai (kali) Surabaya paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur.
	Membuat penetapan daya tampung untuk Sungai Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pemprov dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur menyusun pedoman perhitungan dan menetapkan daya tampung beban pencemaran air sungai (kali) Surabaya dalam bentuk Peraturan Gubernur paling lama 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur.
	Melaksanakan upaya paksa pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang telah membuang limbah ke Sungai Surabaya.	Apabila ditemukan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan laporan pemantauan kualitas air dari Instansi terkait, Pemprov dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur mengambil langkah-langkah/tindakan sesuai tugas dan kewenangannya.
	Menghukum untuk secara bersama-sama meminta maaf secara terbuka kepada Ecoton melalui media surat kabar sebanyak 3 (tiga) surat kabar harian nasional dan 3  (tiga) surat kabar harian lokal sebesar 1 (satu) halaman penuh surat kabar, 11 (sebelas) media elektronik TV masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali penayangan.	Tidak ada kesepakatan tentang pemenuhan poin 4 pada petitum.
		Pada poin pertama, menunjukkan ketidaksesuaian antara Petitum Gugatan dengan Akta Perdamaian dapat dianalisis bahwa Ecoton meminta Pemprov Jatim untuk membuat penetapan kualifikasi mutu air bagi Sungai (Kali) Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tetapi akta perdamaian poin pertama menyepakati bahwa Pemprov Jatim menyusun Peraturan Gubernur tentang penetapan peruntukan sungai (kali) Surabaya paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur. Ketidaksesuaian pada poin pertama antara Petitum Gugatan dengan akta perdamaian nomor 181.4/84/013/ 2008  yaitu pada poin pertama petitum surat gugatan meminta untuk membuat penetapan kualifikasi sedangkan di akta perdamaian tertuang pemprov menyusun Peraturan Gubernur tentang penetapan peruntukan (kali) Surabaya  dan  Pemrop Jatim diberikan batasan waktu selama 6 bulan untuk membuat aturan tersebut.
		Pada poin kedua, petitum gugatan Ecoton meminta untuk membuat penetapan daya tampung untuk Sungai Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi di dalam akta perdamain berisi Pemprov Jatim dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur menyusun pedoman perhitungan dan menetapkan daya tampung beban pencemaran air sungai (kali) Surabaya dalam bentuk Peraturan Gubernur paling lama 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur. Oleh karena itu poin kedua petitum gugatan Ecoton tidak sesuai dengan akta perdamaian tersebut  karena di dalam petitumnya meminta untuk penetapan daya tampung tetapi di dalam akta perdamaian untuk menyusun perhitungan dan menetapkan dengan limitasi waktu kepada Pemprov Jatim selama 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur.
		Pada poin ketiga, petitum Gugatan Ecoton kepada Pemprov Jatim melakukan upaya paksa pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang telah membuang limbah ke Sungai Surabaya. Dalam akta perdamaian disepakati Pemrop Jatim apabila ditemukan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan laporan pemantauan kualitas air dari Instansi terkait, Pemprov dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Timur mengambil langkah-langkah/tindakan sesuai tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu pada poin ketiga antara petitum gugatan dengan akta perdamaian telah sesuai.
		Pada poin keempat, petitum gugatan Ecoton yang meminta Pemprov Jatim untuk secara bersama-sama meminta maaf secara terbuka kepada Ecoton melalui media surat kabar sebanyak 3 (tiga) surat kabar harian nasional dan 3  (tiga) surat kabar harian lokal sebesar 1 (satu) halaman penuh surat kabar, 11 (sebelas) media elektronik TV masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali penayangan. Dalam akta perdamaian poin keempat Petitum Gugatan Ecoton tidak ada kesepakatan tentang pemenuhan pada poin 4 petitum tersebut.
Tabel 5
         Kesesuaian Petitum Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2010/Pn.Sby dengan Akta Perdamaian Tahun 2010
No	Petitum Surat Gugatan	Akta Perdamaian
1	Membuat, menyusun, dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Peruntukan Sungai Surabaya.	Ecoton memberikan masukan pendapat, pemikiran, dan substansi dalam proses penyusunan pedoman dan penetapan daya tampung beban pencemaran air pada air permukaan serta penetapan kelas air pada air sungai di Jawa Timur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur
2	Membuat, menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang pedoman penghitungan daya tampung beban pencemaran air Sungai Surabaya.	Membuat, menyusun dan menetapkan peraturan Gubernur tentang penetapan peruntukan Sungai (kali) Surabaya dan pedoman penghitungan daya tampung beban pencemaran air sungai (kali) Surabaya paling lama 3 bulan,terhitung sejak ditetapkan akta perdamaian ini yang proses penyusunannya melibatkan Ecoton
3. 	Penyusunan penetapan daya tampung beban pencemaran Sungai (Kali) Surabaya dilakukan secara bertahap sebagai berikut:Pertama: Menyusun daftar masukan sumber beban pencemaran point source dan non point source melalui proses konsultasi dengan masyarakat, Perum Jasa Tirta I Malang dan pihak industri dengan menyediakan neraca air;Kedua : Pengumpulan data primer dan pemodelan perhitungan daya tampung beban pencemaran;Ketiga : Sosialisasi terhadap hasil perhitungan daya tampung beban pencemaran;Keempat : Penetapan perhitungan daya tampung beban pencemaran	Pemprov Jatim dalam hal ini Badan  Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menyusun penetapan daya tampung beban pencemaran air Sungai (kali) dengan cara Pertama : Menyusun daftar masukan sumber beban pencemaran tertentu es) dan sumber tak tentu (diffuse/non-point sources) melalui proses konsultasi dengan masyarakat, PERUM Jasa Tirta I Malang dan Pihak Industri dengan menyediakan neraca air.Kedua : pengumpulan data primer dan pemodelan perhitungan daya tampung beban pencemaran.Ketiga : Sosialisasi terhadap hasil perhitungan daya tampung beban pencemaran.Keempat : Penetapan perhitungan daya tampung beban pencemaran 
4. 	Memasang iklan layanan masyarakat minimal di 3 (tiga) Surat Kabar Jawa Timur dengan ukuran setengah halaman dan baliho besar terpasang di Jalan Protokol Surabaya yang berisi ajakan dan himbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menyelematkan dan menjaga Sungai (Kali) Surabaya bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur ;	Pemprov Jatim memasang iklan layanan masyarakat minimal di 3 (tiga) surat kabar Jawa Timur dengan ukuran setengah halaman dan baliho besar terpasang di Jalan Protokol Surabaya berisi Seruan / ajakan / himbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan dan menjaga kali Surabaya, bersamaan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
	Melakukan pengawasan secara aktif di sepanjang Sungai (Kali) Surabaya dalam upaya pengendalian pencemaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat.	Pemrop Jatim melakukan pengawasan secara aktif di sepanjang Sungai (Kali) Surabaya sebagai salah satu upaya konkrit pengendalian pencemaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
		Pada poin pertama, ketidaksesuaian antara petitum gugatan Ecoton kepada  Pemprov Jatim yang mana petitum Ecoton  memerintahkan kepada Pemprov Jatim untuk membuat, menyusun, dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Peruntukan Sungai Surabaya.  Tetapi dalam akta perdamaian disepakati bahwa Ecoton memberikan masukan pendapat, pemikiran, dan substansi dalam proses penyusunan pedoman dan penetapan daya tampung beban pencemaran air pada air permukaan serta penetapan kelas air pada air sungai di Jawa Timur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur
		Pada poin kedua antara petitum gugatan dengan akta perdamaian tidak sesuai karena petitum gugatan memerintahkan kepada Pemprov Jatim untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang pedoman penghitungan daya tampung beban pencemaran air sedangkan di dalam akta perdamaian memerintahkan Pemprov Jatim untuk membuat,menyusun dan menetapkan peraturan gubernur tentang penetapan peruntukan sungai (kali) Surabaya dan pedoman penghitungan daya tampung beban pencemaran air  sungai (kali) surabaya dengan adanya batas waktu bagi Pemprov Jatim selama 3 bulan sejak disepakati akta perdamaian tersebut.
		Pada poin ketiga petitum Gugatan dengan akta perdamaian tersebut, telah sesuai yang pada intinya pihak Ecoton meminta Pemprov Jatim untuk menyusun penetapan daya tampung beban pencemaran Sungai (kali) Surabaya.
		 Pada poin keempat petitum Gugatan dengan akta perdamaian tersebut, telah sesuai sebab pihak Pemprov Jatim bersedia untuk membuat iklan layanan masyarakat yang berisi ajakan atau himbauan untuk menjaga Sungai Surabaya dan melakukan pengawasan dan tindakan sangsi terhadap pencemaran di Sungai Surabaya.
		Pada poin kelima petitum Gugatan dengan akta perdamaian tersebut, telah sesuai pihak Pemprov Jatim bersedia untuk melakukan pengawasan secara aktif di sepanjang Sungai (kali) Surabaya sebagai salah satu upaya konkrit dalam pengendalian pencemaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Sehingga kesimpulannya yaitu kesesuaian antara Petitum Gugatan Ecoton dengan akta perdamaian yang disepakati dalam perkara pada tahun 2007 dan tahun 2010  belum sesuai dengan substansi yang disepakati yaitu pada intinya Ecoton meminta Pemprov Jatim untuk membuat, menyusun dan menetapkan peraturan tentang penetapan peruntukan sungai, menetapkan daya tampung beban pencemaran air, melakukan pengawasan terhadap pencemaran Sungai Surabaya dan memasang iklan ajakan kepada masyarakat untuk menjaga Sungai Surabaya.

Akibat Hukum atas isi akta perdamaian yang belum dilaksanakan

		Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.105/Pdt.G/2010 PN.Sby dalam perkara antara Ecoton melawan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Cq.Gubernur Jawa Timur terdapat tujuh poin yang telah disepakati bersama antara pihak Ecoton dengan pihak Pemprov Jatim namun kesepakatan tersebut ada yang telah dilaksanakan dan ada yang belum dilaksanakan. Kesepakatan yang telah dilaksanakan yaitu :
1.	Pihak Pertama memberikan masukan pendapat,pemikiran,dan substansi dalam proses penyusunan pedoman dan penetapan daya tampung beban pencemaran air pada air permukaan serta penetapan kelas air pada air sungai di Jawa Timur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.
2.	Pihak Pertama mencabut gugatan tertanggal 24 Pebruari 2010 dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Register Nomor : 105/Pdt.G/2010/Pn.Sby dan dalam hal obyek yang sama dengan pokok perkara ini tidak akan mengajukan gugatan baru secara Perdata maupun Tata Usaha Negara.
3.	Pihak Kedua membuat,menyusun dan menetapkan peraturan Gubernur tentang penetapan peruntukan Sungai (kali) Surabaya dan pedoman penghitungan daya tampung beban pencemaran air sungai (kali) Surabaya paling lama 3 bulan,terhitung sejak ditetapkan akta perdamaian ini yang proses penyusunannya melibatkan PIHAK PERTAMA.
4.	Pihak Kedua melakukan pengawasan secara aktif di sepanjang Sungai (Kali) Surabaya sebagai salah satu upaya konkrit pengendalian pencemaran dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Kesepakatan dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2010 Pn.Sby yang belum dilaksanakan yaitu pada kesepakatan Nomor 4 menyebutkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menyusun Penetapan daya tampung beban pencemaran sungai (kali) Surabaya secara bertahan sebagai berikut :
-	Pertama : Menyusun daftar masukan sumber beban pencemaran tertentu es) dan sumber tak tentu (diffuse/non-point sources) melalui proses konsultasi dengan masyarakat, PERUM Jasa Tirta I Malang dan Pihak Industri dengan menyediakan neraca air.
-	Kedua : pengumpulan data primer dan pemodelan perhitungan daya tampung beban pencemaran.
-	Ketiga : Sosialisasi terhadap hasil perhitungan daya tampung beban pencemaran.
-	Keempat : Penetapan perhitungan daya tampung beban pencemaran. 
Kesepakatan Nomor 5 menyebutkan bahwa :
-	Pihak Kedua menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Kali Suarabaya, sebagaimana proses penyusunannya yang melibatkan Pihak Pertama, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak 1 Januari 2011 sampai 1 Januari 2013.




a.	Tahapan dokumentasi hukum tercapainya akta perdamaian dalam perkara Ecoton melawan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yaitu prosedur hukum acara yang berlaku yaitu tunduk kepada ketentuan HIR. Pada akta Perdamaian gugatan 677/Pdt.G/2007/PN.Sby pemprov Jatim melakukan tindakan wanprestasi terkait tindakan untuk menyusun pedoman perhitungan dan menetapkan daya tampung beban pencemaran air sungai (Kali Surabaya) paling lambat 12 bulan tetapi tidak dilaksanakan oleh pemprov Jawa Timur. Sehingga ecoton melakukan gugatan kembali dalam perkara no 105/Pdt.G/2010/PN.Sby.
b.	Hasil Penelitian bahwa dokumentasi hukum tercapainya akta perdamaian sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku dan tunduk pada ketentuan HIR. Adapun substansi akta perdamaian antara Ecoton dengan Gubernur Jawa Timur. Dalam gugatan 677/Pdt.G/2007/PN.Sby pada poin pertama  dan kedua tidak sesuai antara petitum gugatan dengan akta perdamaian. Terkait dengan penetapan kualifikasi mutu air sungai Surabaya dan penetapan daya tampung sungai (Kali Surabaya) selanjutnya akta perdamaian pada gugatan No 105/Pdt.G/2010/Pn.Sby pada poin pertama dan kedua tidak sesuai antara petitum gugatan dengan akta perdamaian terkait dengan penetapan pedoman penghitungan daya tampung beban pencemaran air (Kali Surabaya) 
c.	Akibat Hukum atas tidak terlaksananya akta perdamaian yang kedua pada kesepakatan Nomor 4 dan Nomor 5 terkait dengan penetapan daya tampung beban pencemaran air Kali Surabaya yang belum dilaksanakan maka Ecoton melayangkan somasi Nomor 01/V/EC-HL/III/2013 pada tanggal 23 September 2013 dan jika Gubernur Jawa Timur tetap tidak melaksanakan apa yang telah disepakati bersama maka Ecoton akan menggugat kembali perihal tidak terlaksananya kesepakatan putusan akta perdamaian Nomor 105/Pdt.G/2010 Pn.Sby.
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